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ABSTRACT

in the context within citizenship, thers are two types of rights those are closely related fo
the option and repuciation right The option one is the person's right to choose or accepl a
citizenship of a particuiar country. On the contrary, & repudiation one is & person's right to
refuse an offer of a citizenship from a particular country. To undsrstand the definition above, we
need to see the sense of naftionalism which is the basic principle of citizenship issues.
Nationalism is a concept that's putting one's highest affegiance to the country. This concept is
increasingly playing a rolfe in organizing every aspect of iffe, both in public nature and in private
one. They who are legally and poiitically tied to & particufar country, finally will set Up a big-
bond community called modern nation.

In constitution No. 62/1358, it's set on a Citizenship of Indonsesian Republic conceming
who can be citizens, how fo gain ## and fose that stalus According to the constitution,
citizenship of a stranger can tum to Indonesian citizens via twe ways. namely: (i) ordinary
naturalization and (i) exceptional naturalization. On the first item, the cifizenship application and
machanism are based on the article 5 in regutation No.62/1958. And on the second ifem, the
citizenship is refated to the nation interest or the stranger has a special role or service fo the
govemnment and the agreement of applicafions have to receive from the Indonesian parfiament
according to article 6 of the similar regulation. Then the new indonesian citizen should : (i) be
foval to Indanesia govemment & nation and (i) express theither/iis foyafly by proclaiming it in
the farm of a deferral stalemefit.

warga polis atau warga kota atau citizen
atau cifoyer. istiah ini kemudian iebih
"disempumakan" dalam bahasa Belanda
dan Jermman menjadi Staasburger atau
warga negara.

Salzin, iu dalam bahasa Indonesia

. PEMDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah warga negara merupakan ter-
jemahan dari istilah Belanda staaisburger.

Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian
yang sama adalah coifizen, dan istilah
Perancisnya adalah citoyen. Istilah dalam
bahasa Inggris dan Perancie itu cukup
menarik, karena arti harafiah keduanya
adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas
dari pengaruh konsep polis pada masa
Yunani Purba. Tidaklah mengherankan,
mengingat bahwa konsep negsra modem
atau negara kebangsaan (nation-state)
dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika
Serikat dan Perancis pada abad XVII,
mengacu pada konsep polis Yunani Purba
itu. Polis mempunyai warga yang disebut

dikenal pula istilah kaulanegara lstilah
katla yang berasal dari bahasa Jawa ini,
berdasarkan atas peraturam perundang-
undangan Hindia Belanda mempunyai
pengertian yang sepadan dengan istilah
Belanda onderdaan. Peraturan perundang-
undangan Hindia Belanda khususnya Wef
Van dan 1O Februar 1910, istilah onderdgan
ditujukan pada warga Belanda di Hindia
Belanda, yang merupakan salah satu
wilayah jajahan Kerajsan Belanda. Jadi,
dapat dikatakan bahwa onderdagn atau
kaiufanegara merupakan suatu konsep yang
kurang lebih identlk dengan pengertian
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gsemi warga negara. Meskipun demikian,
B.P. Paulus menerangkan bahwa istilah
onderdaan atau kaulanegara atau subject
(Inggris) ataupun sujet (Prancis) menunjuk
pada ikatan antara seorang warga negara
dangan negaranya yang berbeniuk keraja-
an (Monarchy). Menurut RP. Paulus, me-
nyatakan bahwasannya pengertian citizen
digunakan untuk istilah warga negara dan
citizenship untuk kewarganegaraan. |stilah
subject dengan kaula atau onderdaan.
Untuk nationality dan national tetap dengan
istilah asingnya, tetapi kadang-kadang
diterjemahkan dengan bangsa atau warga
negara

Seseorang dapat memperoleh atau
kehilangan status kewarganegaraan suatu
negara dengan dua cara. Pertama, orang
itu secara aktif berusaha untuk memperoleh
atau meiepaskannya. Cara ini biasa disebut
dengan cara, memperoleh atau kehilangan
kewarganegaraan dengan sistem (stelsel)
aktif. Sebaliknya, sessorang dapat pula
memparoleh ataupun kehilangan status
kewarganegaraannya tanpa berbuat apa
pun. Negaranyalah yang mempermakium-
kan status baru dari orang yang bersangkut-
an. Cara ini sering disebut cara memper-
oleh atau kehilangan kewarganegaraan
dengan sistem (stelsel) pasif.

Ada dua jenis hak yang berkaitan erat
dengan masatah di atas, yaitu hak ops/ dan
hak repudiasi. Hak opsi adalah hak atas
seseorang untuk memilih atau menerima
tawaran kewarganegaraan suatu negara
tertentu. Sebaliknya hak repudiasi adalah
hak seseorang untuk menolak tawaran
kewarganegaraan suatu negara tertentu.

Untuk memahami batasan itu kita
periu melihat pengertian nasionalisme yang
merupakan sendi dasar dari masalah
kewarganegaraan ini. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Nasionalisme
adalah : paham (ajaran) untuk mencintai
bangsa dan Negara sendir, pengertian
kedua adalah : kesadaran keanggotaan
dalam suatu bangsa yang secara potensial
stau aktual bersama-zama mencapai, mem-
pertahankan dan mengabadikan identitas,

integritas, kemakmuran, maupun kekuatan
bangsa itu; semangat kebangsaan.

Mengingat bahwa permasziabar
kewarganegaraan fidaklah terlepas dan
paham nasionalisme; peraturan mengenai
kewarganegaraan merupakan suatu bantuk
konsekuensi langsung dari perkembangan
paham nasionalisme. Dengan terbentukye
negara modern atau negara kebanysaan
sejak abad yang lalu, dirasa perlu pula
untuk mengatur mengenal siapa vang
menjadi warganya.

Maszionalisme  merupakan  suatu
konsep vang meletakkan kesetiaan tertinggi
seseorang kepada suatu negara (modemn)
tertentu. Konsep ini semakin lama semakin
berperan dalam penyelenggaraan setiap
segl kehidupan, baik yang bersifat publik
maupun yang bersifat privat. Mereka yang
terikat secara yuridis dan politis pada suatu
negara tertentu pada gilirannya membentuk
suatu ikatan yang disebut bangsa modem
atau dalam bahaea Inggris disebut nation.

Hans Kohn mengatakan bahwa,
konsep nasionalisme ini berakar pada per-
agdaban purba yang dikembangkan oieh
bangea Yunani purba dan lbrani purba.
Kedua bangsa ini sadar bahwa mereka lain
dari bangsa yang lain. Kesadaran ini bukan
disebabkan oleh ikatan terhadap figur sang
raja atau kersjaan (monarchy) tertentu,
melainkan pada ikatan rakyat itu sendiri,
Artinya, sejarah kedua bangsa ini tidak
terkait pada figur raja atau suatu kerajaan
tertentu seperti sejarah bangsa-bangsa lain
Rakyat kedua bangsa itu sendiriiah yang
secara keseluruhan menjalin  sejarah
mereka.

Bangsa Ibrani purba terbentuk dan
terbina oleh keriangan akan masa lampau-
nya serta harapan pada masa akan datang
yang sama., Sementara bangsa Yunani
purba meletakkan kesetiaan mereka, yang
tertingi pada suatu ikatan politis dan dikenal
dengan sebutan polis. Di sinilah letak akar
nasionalisme yang kemudian mewarnal
corak bangsa-Dangsa modern dewasa ini
di seluruh dunia.
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Fada akhir abad keempat sebelum
Masehi, muncullah Alexander Agung atau
Iskandar Zulkarnaen, yang memimpikan
dan mempertaruhkan segalanya untuk bisa
mewujudkan suatu imperium yang meliputi
seluruh dunia. Dibawah pengaruh cita-cita
orang Makedonia ini, para filsuf Sica
Yunani mengembangkan suatu konsep,
dikenal sebagai konsep kosmopaolitanisme.
Konsep ini mengajarkan bahwa tsnah air
umat manusia ialah seluruh wilayah muka
bumi ini (cosmos). Dengan kata lain,
kosmopolitanisme berpendapat bahwe
setiap manusia adalah warga dunia.

Namun demikian, negara modem
atau negara kebangsaan yang pertama kali
muncul pada tahun 1775 di kawasan
Amerika Utara dalam bentuk negars
kebangsaan Amerika Serikat. Kaum koloni
di Amerika Utara ini memberontak dan
melepaskan diri dar penjajahan Inggris.
Bangsa yang baru merdeka ini jelas tidak
mungkin mengikat berdasarkan ikatan-ikatan
tradisional yang ada pada wakiu itu di
Eropa. Persamaan keturunan dan sgama
jelas tidak dapat dijadikan dasar kebangsa-
ah. Demikian pula halnya dengan persama-
an bahasa dan latar belakang asal-usul.

Kaonsep nasionalisme yang baru
muncul di Amerka Senkat ini kemudian
dibawa menyeherangi Atlantic. Dimulai
dengan Revolusi Parancis serta diithami
oleh The Glinous Revolution di Inggris, men-
jalarlah konsep nasionalisme ke seluruh
kawasan Eropa pada abad ketujuh belas.
Bahkan pada tahundahun selanjutnya,
konsep ini mewamai sejarah Amerika Latin,
Asia, dan Afrika. Muncullah bangsa-bangsa
maodern (riations) di saluruh dunia. Bangsa-
bangsa ini hidup dan menyelsnggarakan
hegara-negara modern dengan cin-ciri
pokok berikut ini : cultural homogenaity,
common desting, dan a given ferritory
seperti tersebut di atas,

Selain ciricii pokok tersebut, ada
beberapa fakior lain yang kadang-kadang
ikt memperkuat semangat nasionalisme.
Saperti adanya fakior bahssa bagi bangss
Indonesia, yang merupakan unsur utama

pemersaiu bangsa dan amat menentukan
keutuhan bangsa dan negara.

Sufit dibayangkan apa jadinya kesatu-
an nasionzl Indonssia tanpa kehadiran
bahasa Indonesia itu. Ada banyak contoh
betapa rawannva kesstuan nasional suatu
bangsa karena bahasa itu. Kanada dengan
masalah Quebec-nya atau Swiss dengan
Italia Irridenta-nya merupakan contoh klasik
dalam hal ini.

Di samping itu faktor agama dan ras
sering pula dicoba untuk dijadikan faktor
identitas nasional suatu bangsa ataupun
negara. Akan tetapi hal ini justru lebih
tanyak menimbulkan pelbagal masalah
yang sering amat pelik menyangkut keutuh-
an bangsa dan nagara.

Konsep warga negara itu terkait erat
dengan pengerfian bangsa modem yang
pada hakekatnya anggota suatu negara
(modern) tertentu. Antara negara & warga-
nya terdapal hubungan vyuridis tertentu.
Warga negara merupakan anggota penuh
dari negara vyang bersangkutan serta
mempunyai hak serta kewajiban tertentu
tarhadap negaranya. Sebaliknya negara
berkewajiban melindungi warga nsgaranya
dalam bentuk apa pun dan dimana pun
mereka berada.

Dalam rangka itulah muncul suatu
cabang ilmu hukum vang disebut Hukum
Kewarganegaraan. Akan tetapi yang diper-
masalahkan oleh cabang imu hukum ini
bukaniah masalah hak serta kewajiban
warga negara, malainkan terutama masalah
proses, khususnya masalah persyaratan
dan prosedur untuk menjadi warga negara
Indonesia. Masalah hak serta kewajiban
warga negara itu akhirnya distur dalam
seluruh sistem hukum negara yang ber-
ganghkutan.

Adapun pokok pembahasan yang
dipermasalahkan di dalam penulisan ini
bukanlah masalah hak dan kewajiban
warga negara, melainkan terutama masalah
proses, khususnya masalah persyaratan
dan prosedur untuk rnenjadi warga negara
Indonesia.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang pemikiran yang
diuralkan 4di atas maka penelitisn ini pedu
dilakukan dengan merumuskan masalah
sebagai berikut :

1. siapa sajakah yang dapat menajadi
warga negara Republik Indonesia?

2. bagaimanakah prosedur dan tata cars
dalam memperoleh pewarganegaraan
indonesia?

ll. TINJAUAN TEORITIS TENTANG
HUKUM KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengertian Hukum Kewarganegaraan

Pengertian yang diberikan oleh AS
Hikem pun mendefinisikan bahwa warga
negara yang merupakan terjemahan dari
citizenship adalah anggota dari sebuah
komunitas yang membentuk negara itu
sendiri, stilah ini menurutnya lebih baik
ketimbang istilah kauwla negara, karena
kaula negara beiul-betul berardi objek yang
dalam bahasa Inggris (object) berarti orang
yang dimiliki & mengabdi kepada pemilik-
nya.

Warga negara adalah salah satu tiang
dari adanys negara, di samping kedua tiang
yang lain, yaltu wilayah serta pemerintah
negara. Karena warga negara merupakan
tiang atau sokoguru negara, maks keduduk-
an dari warga negara itu sangatiah panting
dalam suatu negara. Mengenai hubungan
warga negara dengan negara’keanggotaan
dalam negara, maka hubungan tersebut
dinyatakan dengan istilah Kewarganegara-
an.

Secara singkat sekali, Koemiatmanto
Soetoprawiro mendefinisikan warga negara
dengan anggota negara. Sebagal anggota
negara, secrang warga negara mempunyai
kedudukan yang khusus terhadap negara-
nya. |la mempunyai hubungan hak serta
kewajiban yang bersifat timbal balik atas
negaranya. Hal inilah yang membeadakan
antara warga negara dengan orang asing.

Sudargo Gautama, menyebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun

1958 tentang Kewargansgaraan Republik
indonesia, tidak terdapat suatu definisi
tentang kewarganegaraan Indonesia. Dalam
suaty Undang-Undang Kewarganegaraan
hanya ditentukan siaps-siapa saja warga
negara, bagaimana cara memperoleh dan
kehilangan status tersebut.

Dalam konteks Indonesia, yang men-
jadi warga negara sesuai dengan UUD
1845 pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-ocrang
bangsa lain yang disshkan dengan UU
sebagal warga negara. Dalam penjelasan
UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahws
orang-orang dari bangsa lain, misalnya
orang peranakan Belanda, Tionghoa serta
Arab yang bertempat atau berkedudukan di
Indonesia, mengakui Indonesia sebagai
tanah aimya dan bersikap setia kepada
Negara Republik Indonesia dapat menjadi
warga negara.

Karena perundang-undangan yang
mengatur kewarganegarsan Indonesia
menganut paham kewarganegaraan yuridis,
kewarganegaraan itu menimbulkan kewajib-
an timbal balik antara warga negara dengan
negara, ialah kewajiban untuk setia pada
negara dari warga negara dan kewajiban
periindungan dari pihak negara.

Dalam pengertian kewarganegaraan
yuridis (Juridische Nationalitie), ialah ada-
nya ikatan dengan negara seta tanda
adanya ikatan tersebut dapat dilihat antara
lain dalam bentuk pemyataan tegas
seorang individu untuk menjadi anggota
atau warga negara dar negara terssebut.
Konkritnya pernyataan itu dituangkan dalam
bentuk surat-surat, baik keterangan maupun
keputusan yang digunakan sebagai bukti
adanya keanggotaan dalam negara itu,

Masalah kewarganegaraan erat sekali
kaitannya dengan masalah hak & kewajiban
yang bersifat timbal balik antara negara dan
warganya, sehingga akan tampak perbeda-
an yuridis dengan negara ssebagzimana
yang dimiliki negara. Jadi sifst hukum dari
pengertian kewarganegaraan ditentukan
sebagal ikatan hukum amara negara dan
sesecrang. lkatan hukum ini menimbulkan
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akibat hukum yaitu seseorang menjadi
warga negara dan masih pada lingkungan
kekuasaan negara yang bersangkutan.

Sedangkan pedoman dasar bagi
suatu negara untuk menentukan siapapun
menjadi warga negaranya, dimana setiap
negara mempunyal kebebasan untuk
menentukan asas kewarganegsrasn mana
yang hendak dipergunakan. Dalam hal ini
ada dua as as kewarganegaraan yaftu :

1. asas fus Sofi yaitu kewarganegaraan
seseorang ditentukan  oleh tempat
kelahirannya. Istilah tersebut berasal dari
bahasa Latin. fus berarti hukum, dalil
atau pedoman. Sedangkan soff berasal
dari kata sofum yang berarti negerni,
tanah atau daerah. Contochnya orang
yang lahir di negara A akan mempercieh
kewarganegaraan dari negara X terssbut.

2 asas lus Sanguinis yailu kewarga-
negaraan seseorang ditentukan ber-
dasarkan pada darah/keturunannya atau
kewarganegaraan kedua orang tuanya
Sementara itu sanguinis berasal dan
sanguis yang berarti darah. Contohnya
orang yang lshir dan orang tua yang
warga negara Y akan mendapatkan
kewarganegaraan dari negara Y tersebut.

Ada negara yang menganut lus Saofl,
dan ada pula yang menganut ius sanguinis.
Akan tetapi dewasa inl pada umumnya
kedua asas ini dianut secara simulian.
Bedanya, ada negara yang lebih menitik-
heratkan pada penggunaan jus sanguinis,
dengan ius sofi sebagai suatu kekecualian.
Sebaliknya, ada pula negara yang lebih
menitikberatkan pads penggunaan ius sof,
dengan jus sanguiniz sebagal kekecualian;
penggunaan kedua asas simultan ini
mempunyal tujuan agar status apartride
ataupun tanpaftidak berkewarganegaraan
(state fess) dapat terhindari. Artinya, bila
ada seseorang yang tidak dapat memper-
oleh kewarganegaraan dengan pengguna-
an asas vang lebih dititikberatkan oleh
negara yang bersangkutan, masih dapat
mempercleh kewarganegaraan dari negara
tersebut bardasarkan asas yang lain.

Sebaliknya, karena pelbagai negara
menganut asas kewarganegaraan ber-
dasarkan kelahiran yang berbeda-beda,
dapat menimbulkan masalah bipatride atau
dwi-kewarganegaraan (berkewarganegara-
an rangkap), bahkan multi-patride (ber-
kewarga negaraan banyak atau lebih dari
dua).

Pada mulanya hanya ada satu asas,
vaitu fus sofi saja, karena orang hanya
beranggapan bahwa karena lahir di suatu
wilayah negara, logislah apabila seseorang
merupakan warga negara dari negara yang
bersangkutan. Mamun, dengan semakin
tingginya tingkat mebilitas manusia, di-
pariukan suatu asas lain yang tidak ter-
pancang pada tempat kelshiran semata.
Orang ftua tentunya masih mempunyal
ikatan dengan negaranya sendirl. Tapi akan
timbul masalah apabila kewarganegaraan
si orang tua ternyata berlainan dengan jenis
kewarganegaraan anaknya. Si anak mem-
peroleh kewarganegaraan dar negars
tempat ia lahir, Sedangkan orangtuanya
tetap berkewarganegaraan dan negara
asal, Atas dasar itulah muncul asas yang
baru, yaitu ius sanguinis tersebut. Dengan
asas ini kewarganegaraan si anak akan
mengikuti kewarganegaraan crangtuanya.

Dalam konteks di negara Indonesia,
yang menjadi warga negara sesuai dengan
UUD 1945 pasal 26 ayat 1, ialah orang-
orang hangsa indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai warga negara.
Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini,
dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain,
mizainya orang peranakan Belanda, Arab
dan Tionghua Yyang bertempat kedudukan
di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai
Tanah Aimya dan bersikap setia kepada
Negara Republik Indonesia dapat menjadi
warga negara.

Selain itu, sesuai dengan pasal 1
huruf a, Undang-Undang Nomor 82 Tahun
1958 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, menyatakan bahwa warga
negara Republik Indonesia ialah orang-
orang berdasarkan perundang-undangan
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dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku
sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah
warga negara Republik indonesia.

Dalam Peraturan Penutup Pasal I
Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958,
tentang Kewarganegaraan RI, antara lain
menerangkan bahwasanys yang dimaksud
dengan pengertian kewsrganegaraan ter-
masuk semua jenis lindungan cleh sesuatu
negara. Dan dalam Memori Penjelasan
Undang-Undang tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia Tambahan Lembaran
Negara No. 1647, diterangkan bahwa yang
dimaksud dengan kewargansgaraan ialah
segala jenis hubungan dengan suatu
negara yang mengakibatkan adanya sisi
kewajiban negara itu untuk melindungi
orang vang bersangkutan.

Sedangkan menurut CS.T. Kansil,
yang menyatakan bahwa ketentuan-
ketentuan hukum yang mengatur peri hal
warga negara dalam suatu negara adalah
Hukum Kewarganegaraan dan bagi kita
Bangsa indonesia adalah Hukum Kewarge-
negaraan Indonesia yang perlu diketahui
oleh seluruh penduduk warga negara RI
dan juga orang asing yang bermukim di
Indonesia.

Serta berguna untuk memperluas
cakrawala pengetahuan mereka di bidang
kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi
warga negara yang baik dan bertanggung
jawab disamping mencintai Tanah Airnya
Indonesia. Sedang pandanganipendapat
Koemiatmanto  Soctoprawiro,  Hukum
Kewarganegaraan adalah : hukum yang
mengatur  hubungan-hubungan tersebut
atau antara seseorang dengan negara.

Lain lagi pendapat dar Sudargo
Gautamna, llmu Hukum Kewarganegaraan
(Mationaliteitsrecht), memang untuk tujuan
menetapkan siapa-siapa adalah warga dari
sesuatu negara dan siapa-slapa sudah
tidak lebih fama merupakan warga negara
yang bersangkutan yang kewarganagaraan-
nya dipersoalkan sendirilah yang berdasar-
kan kedaulatannya dapat menentukannya.
Ketentuan ini merupakan salah satu utama

yang telah terjadi dalam hukum kewarga-
negaraan,

Dengan demikian hukurm kewarga-
negaraan merupakan peraturan-peraturan/
kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan
hukum yang mengatur hubungan-hubungan
hukum antara seseorang dengan negara-
nya tersebut dalam hal hak-hak maupun
kewsjiban.

Sedangkan Landasan Hukum dari
kewarganegaraan di Indonesis yang ber-
laku saat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1858
tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, disahkan di Jakarta pads
tanggal 29 Juli 1958, vang diundangkan
pada tanggal 11 Agustus 10958
{Lembaran Negara Nomor 113 Tahun
1858, Tambahan Lembaran Negara No
16847), sebagaimana telah diubah dan
ditambah  dengan  Undang-Undang
Nemor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara
Nomor 20 Tahun 1976, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3077).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun
19568 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang MNomor 62 Tahun 1858,
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23
Desember 1958, vang diundangkan
pada tanggal 28 Desember 1958
(Lembaran Megara Nomer 157 tahun
1958, Tambshan Lembaran MNegara
MNeomor 1885},

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Maomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Pewarga
negaraan Republik Indonesia, ditetapkan
di Jakarta pada tanggal 14 Agustus
1995, sebagai pengganti dari keputusan
presiden Republik Indonesia Nomor 13 T
ahun 1880,

2.2 Sejarah dan Ruang Lingkup Hukum
Kewarganegaraan

Pada jaman kolonial Hindia Belanda,
sebelum Indoresia merdeka maka pada
fanggal 10 Februari 1910 diundangkaniah
Wet op het Nederiandsch Onderdaanschap
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Van Niet Nederanders (Staatsblad 1810-
206) atau Wet 1910, yaitu Peraturan
tentang Kekaulanegeraan Belanda Bukan
Belanda. Sejak saat itu pula kedudukan
publik sebagai penduduk Hindia Belanda
berdasarkan pasal 160 IS diatur lebih lanjut
dalam Wet 1910 ini sebagai kaufanegara
Belanda (Nederlandsch onderdaan}. Dengan
berlakunya Yvet 1910 ini lahirlah istilah
Nederfandsch onderdaan (Kaulanegara
Belanda). Istilah ini merupakan terminologl
yuridis baru dalam hukum ketatanegaraan
Hindia Belanda, menunjukkan hubungan
hukum antara penduduk Hindia Belanda,
yang adalah wilayah jsjshan Belanda dan
Kerajaan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, sehari
kemudian Undang-Undang Dasar yang kini
dikenal sebagal Undang-Undang dasar
1945, disahkan sebagai konstitusi Republik
Indonesia. Dan sesuai dengan pasal 26
UUD 1545 tersebut maka pada tanggal 10
April 1946 diundangkaniah Undang-Undang
Nomor 3/19468 yang mengatur tentang
Kewarganegaraan dan Kependudukan
Republik Indonesia. Dan melalui Undang-
Undang No. 611947, Undang-Undang No.
371848, dinyatakan berlaku surat sejak
tanggal 17 Agustus 1945,

Pada wakiu penyerahan kedaulatan
dari Kerajaan Belanda kepada Republik
Indonesia Serikat pada tanggal 27 Des.
1049, sebagai hasil dari Konferensi Msja
Bundar di Den Haag, maka muncullah
Piagam Persetujuan Perihal Pembagian
Warga Negara (PPPWHN)}, yang teriuang
dalam Lembaran Negara 1850 No.2.
Artinya kedua negara haws menentukan
siapa saja yang menjadi warga negara
masing-masing, setelah Republik Indonesia
Serikat Berdaulat penuh, lepas dari pen-
jajahan Kerajaan Belanda,

Untuk pelaksanaan PPPWN tersebut
pemerintah Indonesia mengeluarkan satu
Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pem-
bagian Warga Negara No.1 Tahun 1850,
yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31
Januari 1950. Diberikan jangka wakiu 2
(dua) tahun, kesempatan menggunakan

hak opsi ataupun hak repudiasi tersebut
adalah sejak tanggal 27 Desember 1949
sampai dengan tanggal 27 ODesernber
1951.

Pada tanggal 11 Januri 1858, ber-
dasarkan pasal 5 dan pasal 144, Undang-
Undang Dasar Sementara 1950, maka di
Indonesia sejak diundangkan pada tanggal
1 Agustus 1958, berlakulah Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1858 Tentang
Kewarganegaraan Republik indonesia,
disahkan di Jskarta pada tanggal 29 Juli
1058, sebagal satu-satunya jenis undang-
undang vang mengatur Kewarganegaraan
Republik Indonesia dan merupakan inti dari
hukum positif Indonesia yang mengatur
tentang masalah kewarganagaraan dewasa
ini.

Sedangkan rmuang lingkup hukum
kewarganegaraan terlebih dahulu  dari
pengertian kewarganegaraan yang dapat
pula dilihat dari dua segi, yaitu segi formal
& segi material. Segi formal melihat tempat
kewarganegarzan itu dalam sistematika
hukum. Sedangkan segi material melihat
akibat hukum dari pengertian kewarga
negaraan itu.

Dari segi formal, tempat kewarga-
negaraan dalam sistematika hukum itu ada
di dalam jajaran bidang hukum publik.
Mengingat masalah kewarganegaraan ter-
kait dengan salah satu sendi negara, yaitu
rakyat negara. Dengan kata lain, hukum
kewarganegaraan merupakan salah satu
cabang ilmu hukum publik.

Darl segi material, masalah kewarga-
negaraan erat kaitannya dengan masalah
hak serta kewajiban yang bersifat timbal
balik antara negara dan warganya. Dalam
kewarganegaraan ini akan tampak perbeda-
an yuridis antara warga negara dan orang
asing. Orang asing tidak mempunyal [katan
yuridis dengan negara, sebagaimana yang
dimiliki oleh warga negara. Ko Swam Sik,
menjelaskan bahwa sifat hukum dar
pengertian  kewarganegarazn ditentukan
sebagai ikatan hukum antara negara dan
seseorang. 'katan hukum ini menimbulkan
akibat hukum, yaitu sesecrang menjadi
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warga negara dan jatuh ke  bawsh
lingkungan kekuasaan negara yang ber-
sangkutan.

Dengan demikian, fungsi status atas
kewarganegaraan dalam memberikan titik
taut atau [embatan bagi adanya pelbagal
hak dan kewaijiban, baik yang dim ili ki oleh
negara maupun warganya.

Qleh karena itu, menurut pendapta
Scetoprawiro,  Keernlatmanto, Hukum
Kewarganegaraan pada hakekatnya adalah
saperangkat kaidah yang mengatur tentang
muncul dan berakhirnya hubungan antara
negara dan warga negara.

Dengan kata lain, hukum kewarga-
nergaraan mempunyai pokok Kkajian stau
ruang lingkup cara-cara memperoleh dan
cara-cara kehilangan kewarganegaraan.

lil. PROSEDUR DAN PERSYARATAN
WARGANEGARAAN INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 62 TAHUN 1958

3.1 Kewarganegaraan karena
Pewarganegaraan

Istilah pewarganegaraan (naturalisasi)
menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia,
adalah proses perubahan status penduduk
asing menjadi warga negara suatu negara
dengan terlebih dahulu telah memenuhi
beberapa persyaratan yang ditentukan
datum peraturan kewarganegaraan negara
yang kersangkutan. Hukum Maturalisasi
atau pewarganagaraan pada setiap negara
berbeds-beda. Secara umum sstiap per
aturan kewarganegaraan memuat ketentu-
an mengenal naturalisasi dan sekaligus
mengatur pemindahan seseorang dar dan
ke kewarganegaraan tertentu. Penduduk
yang telah renaturalisasikan diri secars
otomatis kehilangan segala hak paolitik di
negara asainya dan juga tidak mempunysai
kewajiban lebih lanjut terhadap tanah air
kelahirannya. Masalah kewarganegaraan di
Indinesia diatur dalam Undang-undang
Nomor 62 tahun 1958,

Menurut pasal 5 ayat 1, UU No. 62
tahun 1858 menentukan bahwa kewarga-
negaraan Rl karena pewarganegaraan
diperoleh dengan berakunya Keputusan
Menteri Kehakiman yang memeberikan
pewarganegaraan itu, <dengan catatan
bahwa seorang wanita selama dalam
perkawinan tidak mengajukan permohonan
pewarganegaraan. Ketentuan ini menunjuk-
kan bahwa Undang-undang Nomor 62
tahun 1858, menganut asas kesatuan
hukum dalam perkawinan,

Pada prinsipnya Undang-undang
Momor 62 tahun 1958 tidak mengenal
pemaksaan atas orang using untuk menjadi
warga negara Indonesia. Oleh karena itu
orang asing Yyang ingin menjadi warga
negara Indonesia haruslah mengajukan
permohonan pewarganegaraan. Dengan
demikian ada kesukarelaan dan yang ber-
sangkutan. Sebaliknya, tidak berarti bahwa
permohonan pasti dikabulkan cleh pihak
Pemerintah Indonesia, bahkan juga apabila
aneka persyaratan yang ditentukan telah
terpenuhi semuanya. Hal ini mengingatkan
bahwa pewarganegaraan atau naturalisasi
bukan hak sesecrang.

Dengan mekanisme pewarganegara-
an (naturalisasi) ini, crang-orang asing yang
sungguh-sungguh  ingin  menjadi warga
negara Republik indonesia dapat memper-
olehnya. Kemungkinan untuk memperoleh
kewarganegaraan sualu negara dengan
jalan pswarganegaraan ini memang adalah
lazim dalam perundang-undangan kewarga-
negaraan dani negara-negara di selurub
dunia. Pada suatu waktu tertentu jika dapat
dipenuhi syarat-syaral terlentu, maka
seprang yang tadinya asing dalam suaty
negara dapat diberlkan kesempatan untuk
menjadi anggota atau warga negara dari
pada negara yang bersangkutan.

Jadi kepada seorang asing yang
sungguh ingin menjadi warga negara Rl
hendaknya diberikan kesempatan untuk
melaksanakan keinginan itu. Tentu saja
kepentingan Pemerintah Indonesia tidak
boleh terganggu oleh pemberian pewargs-
negaraan itu. Agar supaya pemberian
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mekanisme pewarganegaraan tidak ber-
tentangan dengan maksud pemberian itu,
maka diadakanlah syarat-syarat yang
kesemuanya bersifat objektif. Dengan lain
perkataan, secara objektif harusiah di-
penuhkan terlebih dahulu segala syarat-
syarat telah dipenuhi, itu akan ditentukan
ocleh pihak Pemerintah, sebagai badan
yang melaksanakan adalah eksekutif.
Menieri Kehakiman, dengan persetujuan
Dewzn Menterilah yang mengabutkan atau
menalak permohonan ini.

Dengan Peraturan Pelaksanaan
pewarganegaraan pasal & UU. Nomor 62
tahun 1858, yaitu Keputusan Presiden
Republik: Indonesia Nomor 57 Tahun 1985
Tentang Tata Cara Penyelesaian Per-
mohonan Pewarganagaraan Rl sebagai
penggantl Keputusan Presiden nomer 13
tahun 1980, wewenang untuk memberikan
keputusan tersebut dipagang oleh Presiden
Republik Indonesia setslah mendapat
bahan-bahan perimbangan darl Menteri
Kehakiman. Dalam melakukan penelitian
tersebut Menteri Kehakiman membentuk
Tim Peneliti yang keanggotaanya terdiri dari
pejabat-peiabat Departamen Kehakiman,
Sekretariat Negara, dan Badan Koordinasi
Intelijen Negara (Bakin), sekarang Badan
Intelijen Negara (BIN).

Karena pemberian kewarganegaraan
it termasuk kebijaksangan kekuasaan
sksekutif, maka yang memberikan pewarga-
negaraan itu ialah Pemerintah , dalam hal
int Presiden. Tentu saja Pemerintah dalam
konieks Pembetian pewarganegaraan itu
bertanggung jawab kepada Parlemen, dan
tidak boleh menyimpang dari syarat-syarat
yang ditentukan.

Menurut Sudargo Gautama, walau-
pun syarat-syarat untuk pewarganegaraan
"bersifat objektif’, tidakiah dapat kita meng-
elakkan, bahwa pada hakekamya psmben-
an pewarganegaraan itu merupakan suatu
"gunst". Naturalisasi ini memang harus
diakui merupakan suatu “gunst” dari pihak
pemberi. Bukaniah menunjukkan bahwa
penguasa berwsjib uniuk  memberikan
naturalieasi ini. Seperti halnya dengan

persamaan hak pada waktu dahulu, maka
juga naturalisasi sekarang ini merupakan
suatu "gunst”, karenanya tegasiah sudah,
bahwa tidak dapat dikatakan terlebih
dahuly, bahwa sessorang pasti akan mem-
percleh naturalizasi ini, jika secara obyektif
sudah memenuhi segala syarat-syarat.
Permohonan masih dapat saja ditolak dan
penolakkan ini tidak perlu disertal alasan-
alasan. Hal inf perlu diingatkan agar supaya
tidak timbul kekecewaan-kekecewsaan bila
permohonan-permohonan yang telah diaju-
kan temyata kelak tak memenuhi harapan.

Dengan adanya pewargansegaraan
ini. memungkinkan grang-ocrang asing yang
sungguh-sungguh ingin menjadi warga
negara Rl dapat memperolehnya dengan
jalan pewarganegaraan berdasarkan pasal
5. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958.
Kemungkinan untuk memperoleh kewarga-
negarazn sesuatu negara dengan jalan
pewarganegaraan ini adalah |azim dalam
perundang-undangan kewarganegaraan
dari pada negara-negara seluruh dunis.
Jika dipenuhl syarat-syaral yang ditentukan
dalam perundang-undangan kewarga-
negaraan dari suatu negara tersebut. maka
searang yang tadinya asing dalam suatu
negara dapat diberikan kessmpatan untuk
menjadi anggota atau warga negara dari
pada negara vang bersangkutan.

Pada Undang-Undang No. G2 tahun
1858 ditentukan kewarganegaraan karena
pewarganegaraan (naturalisasi) dapat di-
bedakan menjadi dua yaitu:

1. permohonan pewarganegaraan biasa
berdasarkan pasal 5 Undang-undang
No. 62 tahun 1958, Menurut pasal 5

. ayat (2), untuk mengajukan permchonan
pewarga- negaraan permohonan harus

a. sudah berumur 21 tahun;

b. lahir dalam wilayah RI atau pada
waktu mengajukan permohonan ber-
tempat tinggal dalam daerah itu
selama sedikit-dikitnya 5 tahun  ber-
turut-turut yang paling akhir atau
sama sekali selama 10 tahun tidak
berturut-turt;
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c. apabila ia secrang laki-laki yang
kawin mendapat persetujuan isteri
(isteri-isteri) nya;

d. cukup fasih berbahasa Indonssia
dan mempunyai sekedar pangetahu-
an tentang sejarah Indonesia serta
tidak pemah dihukum karena me-
lakukan satu kejahatan yang merugi-
kan Republik Indonesia;

e. dalam keadaan sehat rohani dan
jasmani;

f.  membayar kas Negeri uang sejumiah
antara Rp. 500,- sampai Rp. 10.000 -
yang ditentukan besamya oleh
Jawatan Pajak tempat tinggalnya
berdasarkan penghasilannya tiap
bulan yang nyata dengan ketentuan
tidak bolsh melebihi penghasilan
nyata sebulan;

g. mempunyai mata pencaharian yang
tetap ;

h. tidek mempunyai kewarganegaraan,
atau kehilangan Kewarganegaraan-
nya apabila ia memperoleh kewarga-
negaraan Republik Indonesia atau
menyertakan pernyataan menanggal-
kan kewarganegaraan lain menurut
ketentuan hukum perjanjian atas
penyelesaian dwi-kewarganegaraan
antara Rl dangan negara vang
bersangkutan.

i, seorang perempuan selama dalam
perkawinan tidak boleh mengajukan
permohonan pewarganegaraan.

4. pewarganegaraan luar bizsa, dengan
alasan Kepentingan negars atau telah
berjasa terhadap Negara oleh fihak
Pemerintah dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 6.

Persyaratan maupun prosedur yang
barlaku sekarang dalam melaksanakan
pasal 6 ini ialah bahwa orang-orang yang
dianggap penting untuk Negara, diusulkan
oleh Menteri dalam bidang mana orang itu
telah berjasa afsu dalam bidang mana
orang tersebut dianggap penting. Usul

tersebut disampaiakan oleh Menteri yang
bersangkutan Kepada Menteri Kehakiman.
Dengan pertimbangan Mentri Kehakiman
usul itu diteruskan kepada Presiden melalui
Sekretaris kabinet. Sek kab. meminta per-
setujuan DPR. Apabila permohonan di-
kabulkan oleh Presiden, maka salinan
keputusan Presiden disampaikan kepads
Pengadilan apar orang tersebut diambil
sumpahnya.

Dalam konteks inl dan ketentuan-
ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku
ketentuanketentuan ayat 1, ayat 5, ayat 6,
dan ayat 7. Jadi campur tangan Pengadilan
Negerl dalam hal ini adalah dalam hal
pengambilan sumpah warga negara baru
itu.

Dalam pasal 6 ayat 2 huruf b, Undang
undang No. 62 tshun 1958 ditentukan

bahwa syaret bertempat tinggal dalam
daerah/megara ity yang hendak diperoieh

- kewarganegaraan dengan jalan pewargs-

negaraan (naturalisasi) merupakan suatu
syarat yang ditentukan oleh Hukum Antar
Bangsa (Volkenrechtelijk vereiste). Antara
orang Yang memohon pewargansgaraan
dan negarea yang bersangkulan harus ada
hubungan-hubungan ikatan khusus yang
dapat mempertanggung jawabkan pemberi-
an pewarganegaraan iersebut.

Jika sama sekali tidak ada hubungan
sedikitpun antara sebuah negara dangan
segeorang, maka tidak dapat dilimpahkan
kewarganegaraan negara tersebut kepada
orang itu, seperti warga negara lsrasl
dengan pemerintahan Republik Indonesia.

Tempat kediaman atau beriempat
tinggal dalam daerah jtu selama sedikit-
dikitnya § tahun berturut-turut yang paling
akhir atau sama sekali 10 tahun tidak
berturut-turut; dapat dibuktikan umumnya
dengen dokumen keimigrasian berupa
Sural Keterangan Kependudukan {5.K.K),
Surat Tanda Pererimaan (STP) atau
Kartu ljin Masuk (K.IL.M.), sekarang dengan
Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang
Keimigrasian disebut dokumen keimigrasi-
an berupa "Kitap" (Kartu ljin Tinggal Tetap).
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3.2 Prosedur Penyelesaian Dan Cara
Memperoleh Pewarganegaraan
Indonesia.

Mengenal prosedur serta tata cara
memperoleh dan persyaratan untuk meng-
ajukan permochonan pewarganegaraan
menurut pasal 5 Undang-undang No. §2
tahun 1958, dalam Surat Edaran tertanggal
3 Maret 1966 No. DT A/8/8 dan yang telah
diperbaharui serta diatur |ebih lanjut dala
Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun
1995 tentang Tata Cara Penyelessian
Permohonan Pewarganegaraan Republik
Indonesia, sebagai Keputusan Prasiden RI
MNoemor 13 tahun 1980, sudah diuraikan
secars terperingl bukti-bukti, persyaratan
apa yang harus dilampirkan pada surat
permohonan pewarganegaraan maupun
prosedumnya serta cara memperolehnya.

Menurut pasal § ayat (2) huruf a
Undang-undang No. 62 tahun 1558, untuk
mengajukan permochonan pewarganegara-
an pemohen harus sudah berusia 21 tahun
dan dalam Keputusan Presiden Nomor 57
tahun 1995 pasal2 menyebutkan bukbi-
buktifsurats-urat yang harus dilengkapi oleh
sefiap pemohon pewargansgaraan, salain
surat permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai
juga sudah dilengkapi dengan:

1. salinan sah akie kelahiran atau surat
kenai lahir pemohon:

2. surat keterangan kelmigrasian yang
dikeluarkan oleh fihak Kantor Imigrasi
setempat yang menyatakan bahwa
pemohon bertempat tinggal secara sah
di Indonesia sslama lima tahun berurut-
turut atau sepuluh tahun tidak berturut-
turut;

3, surat keterangan kelakuan baik dari
kepolisian setempat;

4. salinan sah akte perkawinan dan surat
persetujuan istri (bagi yang sudah kawin)
atau salinan sah akia perceraian atau
kematian suami atau surat keterangan
dati Kantor Camat Sipil eetempat yang
menyatakan bahwa wanita pemchon
pewarganegaraan benar-benar fidak:
terikat dalam tali perkawinan;

5. surat keterangan kesehatan dari dokter;

8 bukti pembayaran uang pewarganegara-
an dari Kas Negars;

7. surat keterangan bermata pencaharian
tetap dari pejasbat pemerintah sekurang-
kurangnya Camat;

8. surat Keterangan dari parwakilan negara
asal atau surat bukti bahwa setelah
memperoleh kewarganegaraan republik
Indonesia, pemohon tidak mempunyai
kewarganegaraan lain;

9. pas foto.

Dalam persyaratan yang dicantum-
kan pada Buku Pola Pelayanan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, terdapat persyaratan permohonan
pewarganegaraan berdasarkan pasal 5
Undang-undang Nomor B2 tahun 1958 di-
persyaratan pada angka 14 disebutkan
dilampirkan dckumen Imigrasi terbaru
pemohon, berupa Karlu ljin Tinggal Tetap
(Kitap). Sebagai salah satu syarat yang
juga harus dilampirkan.

Untuk jelasnya persyaratan yang
diperlukan dalam permochcnan pewarga-
negaraan berdasarkan pasal 5 UU Nomor
62 tahun 1958 jo Keputusan Presiden RI
Republik No. §7 tahun 18595, yang disebut
dalam Pola Pelayanan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, harus
dilampirkan dengan bukti-bukiisurat-surat
sebagai berikut.

1. Surat Pengantar Pengadilan Negeri
tentang pengiriman berkas kepada
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.

2. Pas foto pemohon berukuran 4 x 6 Cm

- sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditempel
pada kertas folio.

3. Telah berusia 21 tahun pada saat
mangajukan permohonan dan membuat
surat permohonan di stas kertas ber-
materai cukup (serta diberikan catatan
lunas biaya administrasi Pengsdilan
Negeri),

4, Akta Kelshiran/Surat Kenal Lahir dari
pernchon (folo copy yang dilegalisi
Pengadilan Negeri).
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5 Surat Kelerangan dari perwakilan
negara asal pemohon (asli), yang me-
nyatakan dengan tegas bahwa setelah
mempercleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia, pemohon tidak mempunyai
kewarganegaraan lain.

6. Akte perkawinan dan surat perzefujun
istri (bagi pemohon laki-laki yang sudah
kawin) atau akte perceraian/kematian
suami atau sural keterangan dari Kantor
Catatan Sipil setempat yang menyata-
kan bahwa pemohon tidak terikat dalam
tall perkawinan (bagi pemohon wanita).

7. Surat keterangan mengenal nilai ujian
kecakapan berbahasa Indonesia dan
pengetahuan sejarah Indonesia (asli).

8. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari
Kantor Kepolisian setempat (asli).

9. Surat keterangan Kkesehatan jasmani
dan rohani dari dokter {asli),

10.Sural pemberitahuan uang pewarga-
negaraan dari Kantor Pajak setempat
dan bukti pembayaran uang pewarga-
negaraan dari  Pengadilan neger|
seiempat sebesar 25% x penghasilan 1
bulan (asli).

11.Surat keterangan bermata pencaharian
tetap dan pejabat pemerintahsekurang-
kurangnya Camat (asli).

12.5urat keterangan kesetizan pemachon
Kepada Negara Republik Indonesia dari
BupatiVWalikota/KDH Tingkat Il setempat
(asli). Surat Keterangan ini sekurang-
kurangnya ditandatengani oleh Kepala
Kantor Sosial Politik (Surat keterangan
inl khusus diminta oleh Pengadilan
negen setempat).

153.5urat Keterangan Keimigrasian yang
diberikan oleh Kantor Imigrasi setempat
yang menyatakan bahwa pemaohon ber-
tempat tinggal di Indonesia secara sah
selama 5 tahun berturut-turut atau 10
tahun fidak berturut-turut.

14.Dokumen |Imigrasi terbaru pemohon,
berupa Kartu ljin Tinggal Tetap (Kitap).

18.Asll Surat Rekomendasi dari Kantor
Departemen Agama (bagi permchonan
Rohaniawan).

16.Bukti transfer biaya Pelayenan Jasa
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum yang dibayar oleh
pemohon pada bank seternpat untuk
ditransfer ke Rekening Diekinrat
Jenderal Administrasi Hukurn Umum
No.120.000500050.010 pada Bank BNI
1946 Cabang BNI| Tebet.

Sedangkan prosedur permmohonan
pewarganegaraan, dalam Pola Peiayanan
Hukum Dirsktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, adalah sebagai barikut.

i. Permohonan diajukan kepada Werien
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RJ
melalul Ketua Pengaditan Negeri stau
Perwakilan Rl dar fempat tinggal pe-
mohon dan pemohon tersebut harus
berusia 21 fahun.

2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Rl mengusulkan permchonan
tersebut kepada Presiden Rl & Presiden
Rl memberikan keputusan untuk meng-
abutkan/menolak permohonan tersebut,

Setelah permohonannya dikabulkan
oleh Presiden dengan Keputusan Presiden
yang memberikan pewarganegaraan mulai
berlaku pads hari pemohon dhadapan
Ketua Pengadilan Negeri atau Perwakilan
Republik Indonesia dari tempat tingggalnya
mengucapkan sumpah =atau janji setla
menuryt agamanya terhadap Negara Ri.

Sumpah/Janji Setia pewargansgara-
an merupakan bagian vang penting dalam
pewarganegaraan serta wajib dilakukan si
pemohon. Sumpah di sini bukan hany
mempunyai nilai  yuridis semats-mata,
melainkan juga mengandung nilai sosisl
Hal ini tampak dalam formulasi sumpsh,
Serta tidak dinyatakan Atas berkat rahmat
Aliah Yang Maha Kuasa pada lafal Sumpah
atau janji setia, untuk menyatakan ikatan
dengan Negara Republik Indonesia, jelar
sekali bahwa perolehan kewarganegarasn
Republik Indonegia tidak berdasarkan atas
landasan yuridie konstitusional (pasal &
ayat 5 Undang-undang No. 62 tahun 1853),
damikian Paulus, BP mengemukaksar -
dapatnya.
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Menurut pasal 5 ayat (5) Undang-
undang No. 62 tahun 1958, Sumpah atau
janji setia itu adalah seperti benkut :

" 8aya bersumpah (berjaniji);

" bahwa saya melepaskan ssluruhnya”

" segala kesetiaan kepada kekuasaan
asing;

* bahwa saya mengakui dan menerima
kekuasaan;

" yang tertinggi dari Republik Indonesia
dan;

* akan menepati kesetiaan kepadanya,

* bahwa saya akan menjunjung tinggi
Undang-undang dasar "dan hukum-
hukum Republik Indonesia dan;

* akan membelanya dengan sungguh-
sungguh;

" bahwa saya memikul kewajiban ini
dengan rela hati dan

* tidak akan mengurangi sedikitpun' .

Dan menurut pazal 5 ayat (7} apabila
sumpah atau janji setia tidak diucapkan
dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal
Keputusan Menteri Kehakiman, maka
keputusan itu dengan sendirinya menjadi
batal. Ketentuan ini menunjukkan betapa
pentingnya pengucapan sumpah itu oleh si
pamohon.

Pengadiian MNegeri setampat mem-
buat Berita Acara Pengambilan Sumpah/
Janji Setia itu. Berita Acara Penyumpahan
para pamohon yang permohonannya telah
dikabulkan, demi untuk keseragaman di-
buat sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Kehakiman Momor D.T.al5217., tentang
beberapa Hal tentang Kewarganegaraan,
tertanggal Jakarta 27 Agustus 1970.
Setelah pengambilan sumpahfanii setia itu,
maka Sekretaris Negara mengumumkan
pewarganegaraan itu dengan menempat-
kan Keputusan Prasiden fu di dalam Berita
Negara.

Seluruh prosedur beserta pemenuhan
syarat-syarat tersebut di atas dicatat oleh
Pengadilan NegerifPerwakilan Republik
Indonesia di luar negeri setempat di dalam
Buku Catatan Pewarganegaraan eks pasal
5 Undang-undang No. 82 tahun 1958.

Menurut BP., Paulug, persyaratan
yang dikemukakan dalam pasal 5 Undang-
undang No, 62 tahun 1958, tidak memaksa
(secara psikologis) orang bangsa lain untuk
menjadi orang pribumi yang merupakan
syarat mutlak untuk kesatuan warga
negara. Pemberian kewarganegaraan RI
berdazarkan Undang-undang No. 62 tahun
1058, terlalu dititikberatkan kepada per-
syaratan yuridis.

Bahwa penerimaan  orang-orang
bangsa lain menjadi anggota bangsa
Indonesia adalah crang-orang bangsa lain
yang secara sosiologis, maka masalah
permancnce of aflegiance yang secara
vuridis selalu meiekat pada diri seseorang
dianggap telah lenyap dengan sendirinya
atau dengan perkataan fain, pengabulan
permohonan seseorang unfuk  menjadi
warga negara Indonesia, karena dianggap
orang tersebut telah melepaskan kesetla-
annya kepada negara asalnya.

Demikian sedikit gambaran tentang
Prosedur Penyelesaian dan Cara Memper-
oleh Pewarganegaraan R! bagi orang
asing, berdazarkan Undang-undang Mo. 62
tahun 1858, yang diatur dan dijelaskan
dalam Buku Pola Pelayanan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Lhmuam,

IV. PENUTUP
4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang
telah dipaparkan di atas, maka pada bagian
penutup ini akan diberikan kesimpulan dan
saran untuk mengakhiri penulisan sebagal
berikut.

1, Orang yang bisa menjadi Warga Negara
Republik Indonesia hanya memiliki
Passport kebangsaan dari negara asal-
nya & Surat Keterangan dari Perwakilan
Negara asalnya atau surat bukti bahwa
setelzh memperoleh Kewarganeraraan
Rl pemohon tidak memiliki kewarga-
negaraan lain, serta telah bertempat
tinggal di Indonesia secara sah selama 3
tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak
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berturut-turut serta memiliki  dokumen
keimigrasian berupa kartu {jin tinggal
tetap (kitap) merupakan syarat yang
harue dimiliki dalam konteks permohonan
pewarganegaraan dan yang memenunhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam
Undang-undang tentang Kewarganegara-
an Repubiik Indonesia.

2. Prosedur dan tatacara dalam memper-
oleh pewarganegaraan Indonesia adalah
dengan mengajukan surat permochonan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
di atas kertas bermaterai yang cukup,
kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI
sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui
Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI
dari tempat tinggal pemohon serta telah
memenuhi prosedur, tara cara penyslesal-
an dan persyaratan yang telah ditentu-
kan dalam Undang-undang Nomor &2
tahun 1858 tentang kewsarganegaraan RI
serta jikalau permohonannya dikabulkan
oleh Presiden Republik Indonesia maka
pemohon diwsajibkan untuk mengucap-
kan sumpah/fjanji setia terhadap Negara
Republik Indonesia.

4.2 Saran-Saran/Rekomendas|

Berkenaan dengan kesimpulan yang
telah diuraikan, maka dapat disampaikan
beberapa saran sebagar berikut -

1. dalam rangka mewujudkan efskilvitas
dan efesiensi pelaksanaan Tugas Pokok
dan fungsi seiring dengan semakin pesat
dan kompleksnya perkembangan tugas-
tugas pelavanan publik ke depan maka
institusi yang paling tepat mengurus
kewarganegaraan adalah Keimigrasian
yang merupakan bagian integral dari
Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia.

2. mengusulkan dan menyarankan agar
Undang-undang Nomor 62 tahun 1958
tentang Kewarganegaraan Rl dapat di-
ganti karena fidak sesuai dengan
konstitusi Negara Republik Indonesia
yaitu Undang-undang dasar 1945 dan

tak menjeimakan jiwa Bangsa Indonesia
yaitu Pancasila sebagai falsafah Negara
Republik Indonesia serta asas kewarga-
negaraan yang lebih menitikberatkan
asas jus sanguinis daripada asas jus solf
sebagai kekecualian atau kedua asas ini
dianut secara simultan dan monopatride,
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